
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 52 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL

KESDHATAN SEBAGA] UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA YIRUS DISEASE 20] 9 DI KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan Disiptin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan

dan Pengendalian Corona Virus Di,sea.se 2019 dar. Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2O2O tentang

Pedomart Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Corona Vints Di.sease 2019, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penerapan Disiplin

dan Penegakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corcna Virus

Dbea.se 2019 di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembarar Negara RI Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan lrmbaran Negara RI Nomor 5062);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

I.€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587]

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undarg Nomor 9 Talun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentarrg Pemerintalran Daerah (Ijmbaran

Ncgara Republik Indonesia Talun 2O15 Nomor 58

Tambahan lrembaraa Negara Republik Indonesia Nomor

56791;

Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lambaran Negara RI Tahun

2018 Nomor 128, Tambaha-n Lembaral Negara RI

Nomor 6236);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang

Komite Penanganat Corona uirus Disease-2Olg (COVID-

19) dan Pemrrihan Ekonomi Nasional (l€mbaran Negara

RI Tahun 2O2O Nomor 178);

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O terltar,g

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan daII Pengendalian Corona

Virus Dlseose-2o19;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah

dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Corona Virus Disease-2079.

4.

5.

6.

7.

Menetapkan

MEMUTUS}GN;

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN

DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA WRUS DISEASE-2OIg DI KABUPATEN MUSI

RAWAS TAHUN 2O2O

.,



BAB I
KETE}ITUAN UMUM

Pasal I
Dalam Pcraturan BuPati ini, yaru dimaksud

dengan:

l. Kabupaten adalah KabuPaten Musi Rawas.

2. Pemerinteh Kabupatea adalah Bupati scbagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin Pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
zt. ltsrnakai masker, menqrci tan$n, menjaga jarak

dan mengtrindari kerumutran yang selsnjutnya

disingkat 4M.

5. @rona uirus Di*ase-2019 yang sclanjutnya discbut

(COVID-191 adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh *tErc Aaic Resptrdorv Wndroflra
Cotun uinrc-2O19.

6. Protokol Kesehatan adalah pembatasan kegatan

tertentu penduduk dalam suatu wil,ayah yang diduga

tcrinfeksi Cdona ltuus Dixa*-2019 (COVID-l9)

untuk menccgah kemungkinan pcnycbaran Cotona

Wus Di.*ase-2 0 19 (COVID-Ig).

7. Sosialisasi adalah melakukan upaya urttuk

meningkat}an penyebaran informasi secara masif

tentang penerapan protokol keschatan untuk
pencegalnn dan pcng€ndalian (COVID-l9).

BAB tr

RUANG LINGKT'P

Pasal 2

Ruang Linglup Peraturan Bupati ini adalah :

a. pelaksanaan;

b, monitoring dan evaluasi;

c. sanksi;
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d.

e.

sosialisesi dan partisipasi; dan

PCndanaan

BAB III

PEI.AKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasaf 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

a. perorangan (melakukan 4M, mema*ai masker,

mcncuci tangan, menjaga jarak dan menghindari

kerumunan);

b. pelaku usaha, (menyiapl€n saranan dan Prasarana

4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang|;

dan

c. pcngelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

tempat den fasilitas umum (menyiapkan earanan

dan prasarana aM bagi karyasan dan pcngunjung

yang datang).

Bagian Kedua

IGwajiban

Pasal 4

subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3

melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara

lain meliputi :

a) bagi pcrorangan :

1) menggrmakan alet pelindung diri berupa mae&er

yang menutupi hidung dan mulut hinqga dagu,

jika harus kcluar rumah atau bcrintcraksi

dengan orang lain yang tidak diketahui statug

kesctratannya;

2) mencuci tangan sccara teratur menggunakan

sabun dengan air mengalir;

3) pembetasan intcraksi frsik (prrysn:d dist,'ningli
den
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4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan

menerapkan Perilaku Hidup B€rsih dan Sehat

(PHBS).

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelerggara, atau

penanggung jawab temlEt, dan fasilitas umum:

1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbaAai

media informasi untuk memberikan pengertian

dan pemahaman mengenai pencegahal dan

pengenaali^q COVID- 19;

2) p€nyediaan sarana cuci tangan pskai sabun yang

mudah diakses dan memenuhi standar atau

penyediaan cairan pember8i}) tangan lhfrid.
sanitizzrl;

3) upa.ya identifikasi (penapisan) dan pemantauan

kesehatan bagi setiap orang yaflg akan

beralrtitrtae di lingkungan kerja;

4) upaya pengaturan jaga jemk;

5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara

berkala;

6) penegakan kedisiplinan pada prilaku maslrarakat

yang beresiko dalam penularan dan tertulamf
COVID- 19; dan

7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus

untuk mengantisifasi penyebaran COMD-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umr:m meliputi:

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

b. sckolah/institusi pendidikan lainya;

c. tenpat ibadah;

d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

e. transportasi umum;

f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

g. apotek dan toko obat;
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h.

i.
j.
k.

l.

m,

warung makan, rumah mskan, cafe, dan restoran;

pedagang kqLi lima/lapak jajanan;

perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

tcmpat wisata;

fasilitas pelayanan kesehatan;

area publik, tempat lainya yang dapat

memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

tempat dan fasilitas r.rmum yang harus

memperhatikan protokol kesehatan lainya sesuai

dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6
Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(U Bagr peroranSan, pelaku usaha, pengelola,

penlrclenggara atau penalggung jawab tempat dan

fasilitas umum yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan

sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kcsehatan

dalam pencegahan dan pengendalian COVID-I9

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a) bagi perorangan

1) teguran lisan atau teguran tertulis;

2) kerja sosial membersihkan fasilitas Umum

dan/atau tempat ibadah

3) denda adminbtratif sebesar Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan

Pada rekening kas umum daerah; dan
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4) penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi

dart kondisi.

b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara,

atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas

umum;
l) teguran lisan atau teguran tertLrlis;

2) denda administratif sebesar Rp. 50O.@O,-

0ima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada

rekening kas umum daerah;

3) penghentian Eementara operasional usaha;

dan

4) pencabutan izin usaha.

3) Dalam pelaksanaan, pcncrapan sanksi sebagaimana

dimelrsud pada ayat (2) berkoordinasi dengan

Kementerian/Lembaga terkait, Komando Distrik
Militer 0406 Musi Rawas, Kepolisian Resor Musi

Rawae dan Ketua Satrran Ttrgas Penanganan Coroma

I/t[us Disease-2olg (COVID-l9) Kabupaten Musi

Flawaa.

BAB VI

SOSIAUSASI DAN PARIISIPASI

Pasal 8

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang

membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi

terkait informasi / edukasi cara pencegahan dan

pengendalian COVID- 19 kepada masyarakat.

dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana

dirneksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi peran

aerta:

a. masyarakat;

b. pcrnuka agama;

c. tokoh adaq

d. tokoh masyaral€t; dan

e. unsur maEyarakat lainya.

(1)

at
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BABVII

PENDANAAN

Pasal 9

Scgafa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan

Peraturan Bupati ini dibebankan pada Angaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIU

KETENTUAN PENUTUP

Pasd fo
Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal

diundangt<an.

Agar setiap orang dapat mengctahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempataDnya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawaa.

Ditetapkan di Muara Beliti

?4 M)*us
RAWAS,

Diundangkan di Muara Bcliti

pada tanggal r? l&lglus 2o2o

SEKRETARIS DAEMH

ESI

DAERAH KABUPATEN MUSI FAII/AS TAEUN 2O2O NOMOR 

',
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